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                                                  PUTUSAN

    Nomor 0526/Pdt.G/2019/PA Kdi

                   

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kendari  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  perdata  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim

telah  menjatuhkan  putusan  atas  perkara  cerai  gugat  yang  diajukan

oleh:

Wa Ode Mardia binti La Ode Marisa, tempat/tanggal  lahir Raha, pada

tanggal  20 Agustus 1984,umur 34 tahun,  Agama Islam,

pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada,  tempat  tinggal  di

Jalan  Kolonel  H.  Abdul  Hamid,  Kelurahan  Bende,

Kecamatan  Kadia,  Kota  Kendari,  selanjutnya  disebut

sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Jaenuddin bin La Ode Igi, tempat/tanggal  lahir  Kendari, pada tanggal

10 Mei 1989,  umur 30 tahun,  Agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di  Jalan

Imam  Bonjol,  RT  001  RW  004,  Kelurahan  Alolama,

Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah  mendengar  kedua  belah  pihak   berperkara  dan  para

saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan alat bukti lainnya;
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DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya

tertanggal 18 Juli  2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Kendari,  Nomor  0526/Pdt.G/2019/PA.Kdi,  telah  mengajukan

cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat  adalah istri  sah Tergugat,  yang pernikahannya

dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2006, berdasarkan Duplikat Buku

Nikah Nomor: 197/22/VI/2006 tertanggal 28 Desember 2016,  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan

Mandonga, Kota Kendari;

2. Bahwa  selama  berumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat

tingal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Imam Bonjol

RT/001 RW/004, Kelurahan Alolama, Kecaamatan Mandonga, Kota

kendari,  selama krang lebih 1 bulann, selanjutnya Penggugat dan

Tergugat  pindah  di  kediaman  bersama  hidup  bersama  di  Jalan

Imam  Bonjol  RT/001  RW/004,  Kelurahan  Alolama,  Kecaamatan

Mandonga, Kota kendari selama kurang lebih 13 tahun, selanjutnya

Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa  selama  berumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat

telah  dikaruniai  seoranng  anak  yang  bernama Muh.  Didit  J  lahir

tanggal 28 Oktober 2006;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, akan tetapi tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1. Tergugat sering main judi dan mengutang tanpa sepengetahuan

Penggugat;

4.2. Tergugat sering memukul / KDRT terhadap Penggugat;
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5. Bahwa mulai bulan Juni 2019 puncak permasalahan dalam rumah

tangga  Pengguat  dan  Tergugat,  disebabkan  Pengggugat  sudah

sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga

dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

melakukan hubungan layaknya suami dan istri  lagi  dan sekarang

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana

tersebut di atas; 

6. Bahwa  keluarga  Penggugat  telah  berupaya  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah

tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beaberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat  dibina dengan

baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinahh, mawaddah, dan

rahmah tidak tercapai. Penggugat merasa meanderita lahir bathin

dan  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk  meneruskan  rumah  tangga

dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar

Ketua  Pengadilan  Agama  Kendari  untuk  memeriksa  dan  mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Jaenuddin bin la Ode

Igi) terhadap Penggugat (Wa Ode Mardia binti La Ode Marisa);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau  apabila  Pengadilan  Agama  Kendari  Cq.  Majelis  Hakim

berpendapat  lain,  mohon putusan  yang seadil-adilnya (ex Aequo et

bono);
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Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan,  Penggugat

dan Tergugat masing-masing telah hadir  menghadap di  persidangan,

selanjutnya  Majelis  Hakim  berupaya  mendamaikan  dengan  jalan

memberikan  nasihat  kepada Penggugat  dan  Tergugat  agar  bersedia

kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak

berhasil  karena  Penggugat  tetap  pada  prinsipnya  untuk  bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa  untuk  memaksimalkan  perdamaian,  ditunjuklah

mediator  dari  Pengadilan  Agama  Kendari  Drs.  H.  Nasruddin,  S.H.,

berdasarkan  hasil  kesepakatan  Penggugat  dan  Tergugat  untuk

melakukan  mediasi  dengan  Surat  Penetapan  tanggal  29  Juli  2019

Nomor 0526/Pdt.G/2019/PA.Kdi.; 

Bahwa  berdasarkan  laporan  mediator  tanggal  5  Agustus

2019 yang intinya mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka

selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

tidak  memberikan  jawaban  atas  gugatan  Penggugat,  disebabkan

Tergugat  hanya  hadir  dalam  persidangan  pada  tahap  mediasi  dan

selanjunya  Tergugat  sudah  tidak  pernah  hadir  lagi,  walaupun  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  tanpa  alasan  yang  sah,  dan pula

Tergugat tidak mengutus seseorang sebagai wakilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/22/VI/2006 tanggal 28

Desember 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Mandonga,  Kota  Kendari,
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telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,   bermeterai

cukup (bukti P);

B. Saksi:

1.  Nadia binti La Kagito, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan

tidak  ada,  bertempat  tinggal  di  Jalan  Kol.  H.  Abdul  Hamid,

RT:001/RW:003,  Kelurahan  Bende,   Kecamatan  Kadia,  Kota

Kendari, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang

pada pokoknya sebagai berikut:

-  Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena

saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

-   Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri

yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai  2 (dua)

orang anak, dan anak kedua telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu dan melihat, semula Penggugat dan Tergugat

telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami

istri,  namun  sejak  tahun  2007  yang  lalu  kehidupan  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat selau terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

-   Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

adalah karena Tergugat  sering bermain judi, dan berhutang

tanpa  sepengetahuan  Penggugat,  serta  Tergugat  sering

memukul Penggugat;

-   Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak  Juni  2019  sampai  sekarang,  sudah  lebih  3  bulan

lamanya;

-  Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat,

tetapi tidak berhasil;

2. Desy Natalia Imon binti Berti Imon, umur 20 tahun, agama Islam,

pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jalan Kol. H.
Hal . 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul  Hamid,  RT:001/RW:003,  Kelurahan Bende,   Kecamatan

Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah menerangkan

hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena

saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat;

-  Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang

sah menikah pada tahun 2006, dan telah dikaruniai 2 orang

anak, dan anak kedua telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu dan melihat, semula Penggugat dan Tergugat

telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami

istri,  namun  sejak  tahun  2007   kehidupan  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  selau  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

-  Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran tersebut adalah

karena Tergugat   selalu  bermain judi,  dan selalu  berhutang

tanpa  sepengetahuan  dengan  Penggugat,  serta  Tergugat

sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

-   Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

sejak Juni 2019, sudah lebih 3 bulan lamanya;

-  Bahwa  saksi  sudah  pernah  menasihati  Penggugat  dan

Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi,

disebabkan  Tergugat  hanya  hadir  dalam  persidangan  pada  tahap

mediasi  dan  selanjunya  Tergugat  sudah  tidak  pernah  hadir  lagi,

walaupun telah dipanggil  secara resmi dan patut,  tanpa alasan yang

sah, dan pula Tergugat tidak mengutus seseorang sebagai wakilnya;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  secara

lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon

putusan, sedangkan Tergugat  tidak dapat mengajukan kesimpulannya; 
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Bahwa  untuk  lengkap  dan  ringkasnya  uraian  putusan  ini,

maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah

termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

adalah sebagaimana diuraikan di muka; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg

dan Pasal  82  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989,  Majelis  Hakim

telah  berupaya mendamaikan  Penggugat  dengan Tergugat  di  depan

sidang,  bahkan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses

mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator

Drs.  H.  Nasruddin,  S.H.,  MH.,  namun  upaya  damai  tersebut  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  menikah

dengan  Tergugat  pada  tanggal  13  Mei  2006  dan  ikatan  perkawian

tersebut  tidak  pernah  putus  hingga  saat  ini,  dengan  demikian

Penggugat  mempunyai  legal  standing untuk  mengajukan  perkara

gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya

mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat

terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2007 hubungan

rumah  tangganya  dengan  Tergugat  tidak  harmonis,  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Juni 2019

karena Penggugat  sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi

berumah  tangga  dengan  Tergugat,   yang  mengakibakan  Penggugat

dengan Tergugat telah berpisah tempat  tinggal bersama sejak bulan

Juni 2019;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  Penggugat  tersebut,

Tergugat  telah   tidak  dapat  mengajukan  jawaban  atas  gugatan
Hal . 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, disebabkan Tergugat hanya hadir dalam persidangan pada

tahap mediasi dan selanjunya Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi,

walaupun telah dipanggil  secara resmi dan patut,  tanpa alasan yang

sah, dan pula Tergugat tidak mengutus seseorang sebagai wakilnya;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  permasalahan

dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian

parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi

untuk kembali rukun; 

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara

a  quo adalah  perceraian  dengan  alasan  adanya  percekcokan  yang

terus menerus,  maka kedua belah pihak tetap dibebani  pembuktian,

baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari  keluarga

para pihak atau  orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat

untuk  lebih  meyakinkan  adanya  percekcokan  Penggugat  dengan

Tergugat sebagai suami istri; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menguatkan  dalil

gugatannya, dengan mengajukan bukti tertulis P, dan dua orang saksi

masing-masing bernama Nadia binti La Kagito dan Desy Natalia Imon

binti  Berti  Imon.  Kedua  orang  saksi  tersebut  telah  memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah menikah

pada tanggal 13 Mei 2006 yang telah mempunyai dua orang anak,

dan anak kedua telah meninggal dunia;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat  sering bermain judi,

dan  berhutang  tanpa  sepengetahuan  Penggugat,  serta  Tergugat

selalu memukul Penggugat;
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Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal

selama  3  (tiga)  bulan   lebih,  dan  tidak  ada  lagi  yang  saling

memperdulikan sebagai suami istri;

Bahwa  pihak  keluarga  telah  menasihati  Penggugat,  namun  tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan

telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan  isinya  tidak  dibantah  oleh

Tergugat,  maka  alat  bukti  P  tersebut  merupakan  bukti  autentik

mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna,  mengikat  dan

menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Penggugat dan

Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang,  bahwa  kesaksian  yang  diberikan  oleh  kedua

orang  saksi  Penggugat  didasarkan  pengetahuan,  penglihatan  dan

pendengaran  langsung  saksi  dan  keterangannya  saling  bersesuaian

satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76

Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989,  keterangan saksi  Penggugat

tersebut  dipandang  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil

kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti

yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti,

baik bukti  tertulis maupun bukti  saksi,  walaupun Majelis Hakim telah

memerintahkan Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh

Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah

menikah di  Kecamatan Mandonga,  Kota Kendari  pada tanggal  13

Mei  2006 dan dari  perkawinan tersebut  telah  melahirkan 2  orang

anak, dan anak kedua telah meninggal dunia;
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Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  diwarnai

perselisihan  dan  pertengkaran  dan  puncaknya  terjadi  pada  bulan

Juni 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal sudah lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  disebabkan  karena

Tergugat  sering bermain judi, dan berhutang tanpa sepengetahuan

Penggugat, serta Tergugat selalu memukul Penggugat;

Bahwa  pihak  keluarga  telah  menasihati  Penggugat,  namun  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  petitum  angka  2

menuntut  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra

Tergugat  kepada  Penggugat  tersebut  akan  dipertimbangkan  sebagai

berikut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk

melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah

berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  namun  tidak  berhasil.

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu  adanya perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada

harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  Pasal-Pasal  tersebut

terdapat  beberapa  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  terjadinya

perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Adanya  alasan  telah  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

terus menerus;
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Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami  istri  sudah tidak

ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan

dipertimbangkan  satu  persatu  dengan  mengaitkan  fakta-fakta  yang

terjadi  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sehingga

antara  Penggugat  dan  Tergugat  dipandang  telah  memenuhi  unsur-

unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang

diajukan  Penggugat  telah  terbukti  bahwa  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari

perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Penggugat

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang

lalu,  dan  telah  diupayakan  oleh  pihak  keluarga  agar  dapat  kembali

rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua

juga telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan

pada  setiap  persidangan,  sesuai  ketentuan  Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, bahkan

Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi

sesuai  PERMA Nomor  1  Tahun  2016,  namun  upaya  tersebut  tidak

berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  dengan  pertimbangan  tersebut  di  atas

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran

telah  berakibat  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah
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menjadi  pecah  (broken marriage)  dipandang telah  memenuhi  unsur-

unsur  terjadinya  perceraian  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan

perundang-undangan  seperti  tersebut  di  muka,  maka  gugatan

Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  patut  untuk

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  telah  memenuhi

norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab  Ghoyatul  Murom

Lissyaihil  Majidi yang diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim

sendiri sebagai berikut: 

عدم  واذا طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة اشتد

Artinya: Dan  apabila  ketidak  sukaan  isteri  terhadap  suami  sudah

sedemikian  rupa,  maka  hakim  boleh  menjatuhkan  talaknya

suami itu dengan talak satu; 

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26

Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri

terjadi  perselisihan  dan  terjadi  pisah  tempat,  maka  rumah  tangga

mereka  telah  pecah,  dan  gugatan  cerai  telah  memenuhi  ketentuan

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan

gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang

di  dalamnya  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit

untuk  mewujudkan  rumah  tangga  bahagia  yang  penuh  rahmah  dan

kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri,

justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan

yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab

Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq yang diambil alih menjadi

pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  ini  yang
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menyatakan  “Islam  memilih  lembaga  talak/perceraian  ketika  rumah

tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak mermanfaat

lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa

ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut

adalah  suatu  bentuk  penganiayaan  yang  bertentangan  dengan

semangat keadilan”;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  diajukan  oleh  istri  sebagai

Penggugat  dan apabila  perkaranya  dikabulkan,  maka talak  Tergugat

yang dijatuhkan Hakim adalah talak satu ba’in shugra,  sebagaimana

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI.Tahun 1991;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut di  muka, maka guagatan Penggugat  patut untuk dikabulkan

dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  terhadap

Penggugat;   

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang  berlaku  dan  segala  ketentuan  Hukum  Syar’i  yang  berkaitan

dengan perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  diajukan  oleh  istri  sebagai

Penggugat  dan apabila  perkaranya  dikabulkan,  maka talak  Tergugat

yang dijatuhkan Hakim adalah talak satu ba’in shugra,  sebagaimana

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun

1991;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut di  muka, maka guagatan Penggugat  patut untuk dikabulkan

dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  terhadap

Penggugat;   

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  sebagaimana
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tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai

ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama; 

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang  berlaku  dan  segala  ketentuan  Hukum  Syar’i  yang  berkaitan

dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in  shugra Tergugat  (Jaenuddin bin  La

Ode Igi) terhadap Penggugat (Wa Ode Mardia binti La Ode Marisa);

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 466.000,00 (empat empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis

Hakim   Pengadilan  Agama  Kendari  pada  hari  Senin,  tanggal  2

September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441

Hijriyah, oleh  Dr. H. Mudjahid, SH., M.H.,  Ketua Majelis, Drs. H. Moh.

Ashri, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai

Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi

oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh  Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat  dan

Tergugat; 

Ketua Majelis
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Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.
Hakim Anggota

 Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran

2. Proses

3. Panggilan

4.  PNBP

panggilan

5. Redaksi

6. Meterai

:

R

p

.

:

R

p

.

:

R

p

.

:

R

p

.

:

R

p

30.000

,00

50.000

,00

350.00

0,00

20.000

,00

10.000

,00

6.000,

00
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.

:

R

p

.
Jumlah :

R

p

.

466.00

0,0

0

( emnpat  ratus  enam   puluh

enam ribu rupiah);
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